NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Nagari,

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan
Nagari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan MNagari berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangon-
Bangko dan Daerah Tingkat 11 Tanjung Jabung dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Mengingaf
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Keu
11-..[“-_.:.:;!;;: Tr::m"“’- (Lembaran Negara Republik
Lembaran Ne in 2003 - Nomor 47, Tambahan
acbagaim gnra. Republik Indonesia Nomor 4286
dengan u‘:‘::;"‘ lelah  beberapa kali diubah terakhir
Harmonisa I'“I"H‘U"ﬂﬁnﬂ Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Republik | craturan Perpajakan (Lembaran Negeva
Tnﬁi'l}n'lmu Inlﬂ:?:l?? m Tabr ol Sewe ﬂq?'
Nomor 6736); wan  Negara  Republik  Indonesia
ﬁmﬁ'iﬂdﬂﬂﬂ Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Indo alﬂ araan Negara (Lembaran Negara Republik
nesin Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nemor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5905 scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
s i telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa { Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 168, Tambahan
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Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana ielah beberapa kali diubah terakhir .
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5B64):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daernh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomer 73, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 110 Tahun
2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.O7 f2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggsl dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan
Pangan di Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17
Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
Pengunaannya pada Pemerintahan Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 65
Tahun 2011 tentang Pemekaran Nagari Koto Nan Tigo
Utara Surantih;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2023,

Peraturan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Nagari d Kabupaten Pesisir Selatan:
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Peraturgp Bupati i
Pati Pesi Selatan
2022 te!'ll:angs g a Nomor 129 Tahun

An 2[}23::431.111:]31- Harga Pemerintah Nagari Tahun
oopsuran Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun
Penda tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran
o Patan dan Bel:m:ua Magari Tahun Anggaran 2023;
Enzsz;nn Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun
sy tang _'I‘mt:a.!-ug Tata Cara Pembagian dan
Gl Pan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

P Nagari yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahyun Anggaran 2023;

turan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun
2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi
Dana Desgg Nagari Tahun 2023;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun
2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali
Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan
Badan Permusyawaratan Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana
Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja MNagari Tahun
Anggaran 2023;
Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor
03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran

Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Tahun 2018
Nomor 03);

. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor

01 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Koto Man
Tige Utara Surantih Tahun 2020 Nomor 01);

Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor
02 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Nagari (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo Utara
Surantih Tahun 2021 Nomeor 02);

Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor
02 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan
Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantth Tahun 2023
(Lembaran Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Tahun
2022 Nomor 02);

Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor
01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.
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BADAN FERMUB?HWHE{ETEHiEﬁmhLEH Bersama
KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH

Dan
WALI NAGAR] KOTO
NAN TIGO UTARA SURANTIH
MEMLI‘I'I..I'EH:&H -

Menetapkan : PERATUR
PENDAPATAN pAN ooy TENTANG  ANGOARAN

N BELANJA NAGARI KOTO NAN TIGO
UTARA SURANTIH TAHUN ANGOARAN 2023,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan
rincian sebagai berikut: Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan

1. Pendapatan Nagari

. Rp. 1.344.419.987,00
2. Belanja Nagari T—— Rp. 1.361.476.420,28
us
5 Paiil i i /Defisit Rp. (17.056.433,28)
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 17.056.433,28
b. Pengeluaraan pembiayaan _Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 17.056.433,28
Sisa Lebih/(Kurang) Rp. 0.00
Perhitungan Anggaran
Pagal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. Rincian APB Nagari;

b. Rincian Pembinyaan Nagari;

¢. Rincian Penyertaan Modal Nagari;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Nagari. T

{1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tdak terduga. ]

(3] Pemerintah Nagar dapat melnkuken kegintan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedin anggamnnya, yang
selanjutnya diusulkan dalam mncangan Peraturnn Nagard tentang Perubahan
APB Nagari. 1

(1) Kegiatan schagaimana dimaksud pada ayal (1) hams ml:l:lll:ll.ll.l.l:li kriterin:

f. bukan merupakan kegintan normal darl aktvitas pemerintah Nagari dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
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tidak *ai“;ﬁmpkl?ﬂn letjadi secara berulang;
memiliki ?I:Im T“ﬂ dan pengaruh pemerintah Nagari;
Pak yang signifiknn terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan  yang disebab
permasalahan sosisal: dan kan oleh kejadian luar biasa dan/atau

c. berskala lokal nagari,

g

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

b. :.-:::ldnnn yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun schelumnya dan menyebabkan
SILPA akan dilaksanakan dalam tahun bergjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan
perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan
memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Nagari ini dalam Lembaran Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih.

Ditetapkan di : Nagari Koto Nan Tigo
Utara Surantih
Pada tanggal : 04 April 2023

Diundangkan di : Nagari Koto Nan Tigo

Utara Surantih
pada tanggal : 04 April 2023
SEKRTARIS NEAGARI
KOTO NAN TARA SURANTIH

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH TAHUN 2023
NOMOR 01
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